PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAITIN 2005

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG
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DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi ducrah yang nyalta
dan bertanggung jawab atas pengembangan Perusahaan Daersh Air
Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyvarakat akan
tersedianya air minum }r'angt--glelnyani selurvh masyvarakat Kota
Kupang:

bahwa pcngelolaan Air Minum di Kota Kupang yang sclama ini
masih dikelola oleh UPTD Air Bersih belum secara optimal
melayani kebutuhan masyarakat dalam pemenvhan kebutuhan atas
air bersih maka perlu peningkatan status dari UPTD menjadi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf 2, b terschut di atas
maka perlu membentuk  Peraturan Dacrah tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.

. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah — dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Darat, Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republix Indonesia Talun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negaru  Republik
Indonesia Nomaor 1649):

Undang — Undang Nemor 5 Tahun 1962 tentang  Perusahaan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1062
Nomorl 0);

Undang — Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat [1 Kupang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambuhan Lembaran Nepara
MNemeor 3633);

PO




Menetapkan

4. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 ientang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 53, Tambghan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389)

.
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5. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

6. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat don Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ientang Penverahan
sehagian urusan Pusat dibidang PU kepada Pemerintah Dacrakh;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor |
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Perusabaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daeral;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Kepenpurusan PDAM:

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pedoman Kepegawaian PDAM:

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum Republik  Indonesia
Nomor 3 Tahun 1984

Nomor 26/KPTS/1984 tentang Pengusulan Pengadasn Provek Air
Rersih Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengeloluannya;

I3. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam  Negeri Republik
Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 1984
Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Dacrah Air
Minum.

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSATTAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG.



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penvelengpara
pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Kupang.

Dewan Perwakilan Rakyal Daersh adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yang
selanjutnya disebut PDAM Kota Kupang,

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Bersih yang selanjulnyva disebut UUPTD,
Dhreksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang,
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BAB I
PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Dacrah Air Minum Kota Kupang
yang berstatus Badan Hukum.

(2) Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Minum sebagaimana dimaksud pada avat (1), maka
LIPTD beralih menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

(3) Segala Hak dan Kewajiban, perlengkapan dan kckayaan serta usaha dari UPTD beralih
kepada Perusahaan Daerah Air Minum,

(4) Pelaksanaan pengalihan diatur dengan Keputusan Walikota,

BABIII
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PPazal 3

(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang,
(2) Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor Pusat  di Kota Kupang.
(3) Perusahaan dapat membuka Cabang dan Ranting Perusahaan di wilayah kerjanya.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pa=al 4

Tujuan Perusahaan im talah turut serta melaksanakan :
2. Pembangunan Dacrah Khususnya dan;
h. Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

mementthi kebutuhan rakvat untuk menuju masvarakat adil dan makmur herdasackan
Pancasila.



Pasal 5

Perusahann berusaha dalam lapangan penvediaan Air Minum yang memenuhi syaral — syarat
kesehatan bagi masyarakat dalam Kota Kupang.

BAB YV
MODAL

Pasal 7

(1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva yang berasal dari aktiva dan
pasiva UPTD pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Modal Dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Dengan persetujuan Dewnn Perwakilan Rakyal Daerah modal perusahaan termaksud dalam
ayat (1) dan (2) dapat ditambah dengan penyisihan sebagian Anggaran Kevangan Daerah,
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan Pinjaman.

(4) Semuz alat Likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah dan atau bank-bank
pemerintah lainnya vang ditunjuk olech Walikota.

BAB VI
PERUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal &

(1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdini dari; Seorang Direktur Utama dan sebanvak
— banyaknya 2 (dua) orang Direktur.

(2) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota.

(3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota Kupang. .

(4) Angpota Direksi diangkat selama — lamanya 4 (empat) tohun dan setelah masa jabatannyva
berakhir anggota tersebut dapat diangkat kembali.

(5) Kepala Cabang Perusnhaan dan Kepala Ranting Perusabaan adalah unsur Pimpinan

Perusahaan yang penpangkatannya dilakukan oleh Walikota atas usul dari Dircksi dan
Rekomendasi dari Badan Pengawas.

(6) Kepala Cabang don Ranting Perusahaan diangkat selama-lamanya 4 (empat) tahun dan
setelah masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali,

Pasal 9

(1) Angpota Dircksi/Kepala Cabang/Kepala Ranting Perusshaan berbenti karena meninggal
dunia atau dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
a. Permintaan Sendiri;
h. Berakhir masa jabatan sebapai angpota Direksi seperti tercantum pada pasal 8 zyat (4)
dan (6) Peraturan Daerah ini:
¢. Tindakannya yang merugikan Perusahaan;
d. Tindakannya atau sikapnya yang bertentangan dengan kepenfingan dacrah ataupun
Negara,
{2) Pemberhentian karena alasan tersehul pada ayat (1) huruf ¢ dan d jika terbukti merupakan
suatu pelanggarn hukum pidana maka merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.



(3) Dalam hal scluruh anggota dircksi diberbentikan untuk sementara olch Walikota maka
Walikota dapat menunjuk seorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan
tugas — tugas Direksi.

(4) Terhadap pemberhentian termaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan d anggota Direksi diber
kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sctelah adanya
pemberitahuan pemberhentian secara tertulis dari Walikota.

(3) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri tersebut pada ayat (4) dan
selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau fidak.

(6) Selama persoalan pemberhentian angpota Direksi terscbul pada ayat (4) belum ada
Keputusannya maka Walikota dapat memberhentikan untuk sementara anpgota Direksi yang
bersangkutan. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum
ada keputusan, maka pemberhentian ity menjadi batal dan anpgota Dircksi yang
bersangkutan dapal menjolankan tugasnya kembali kecuali bila uniuk keputusan tersebut
diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal ini harus diberitahukan pada yang bersangkutan.

(7) Apabila Badan Pengawas menerima pembelaan diri dari anggota Direksi yang bersangkutan
maka pemberhentian sementara dapat dibatalkan.

Pasal 10

(1) Anggota Dircksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai keturunan ketiga baik menurut
earis lurus maupun garis samping termasuk menant dan ipar keeuali jika untuk kepentingan
perusahaan diijinkan oleh Walikota Kupang, Jika sesudah pengangkatan mercka masuk
perikatan yang terlarang seperti tersebut di atas maka untuk melanjutkan jabatannya
diperlukan ijin Walikota Kupang.

(2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidek langsung
pada perkumpulan atau perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

(3) Anggota Direksi tidak holeh merangkap jabatan lain,

Pasal 11

(1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam Pengadilan,

(2) Direksi dapat mewakilkan hak tersebut pada ayat (1) kepada seorang/beberapa orang
pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama- sama atau kepada orang/Radan lain.

Pasal 12

(1) Dircksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahann menurut kebijaksannan yang
telah ditctapkan oleh Badan Penpawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah
Daerah.

(2) Tata tertib dan tata cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang diretapkan olch
Dircksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

(1) Direksi memeriukan persetujuan Walikota untuk hal-hal sshagai berikut:
a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadnkan perjanjian utang:
b. Mengikat Perusahaan sebagai Peminjam;
¢. Memperoleh, mengasingkan atan membebankan benda-benda tetap (benda-benda tidak
bergerak) milik perusahaan.
(2} Bilamana Direktur utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan olch salah Seorang angoola
Direksi yang tertua dalam jabatannya.



BAB V11
BADAN PENGAWAS

Pasal 14

(1) DBadan Pengawas dibentuk dan diketuni oleh Walikota Kupanp dan anggota-angpotanya
terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Keschatan.

(2) Badan Penpawas menctapkan kebijaksanaan perusahaan menctapkan secara terarah sesuai
dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

(3) DBadan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.

(4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan cleh Badan Pengawas.

(5) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur dengan
Peraturan walikota Kupang dan dibebankan kepada anggaran perusahaan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Jumlah pegawai diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan kevangan PDAM,
(2) Direksi berwenang mengangkal, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.

(3) Pegawai diberikan pangkal, golongan dan gaji sesuai dengan fjazah yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenni kepegawaian PDAM diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IX
TANGGUNG JAWAR DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAL

Pasal 16

(1) Semua pegawai perusahaan termasuk anpgota Dircksi yang tidak diberikan tugas menyimpan
uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan
hukum atan karena melalaikan kewnjiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan
langsung atau tidak langsung felah menimbulkan kerugian bagi perusshaan, diwajibkan
menggantikan kerugian tersebut,

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya
untuk pegawai perusahasn.

(3) Semua pegawai perusahaan yang diberikan tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan
uang, surat-surat berharga milik perusahaan, dan barang-barang persediaan milik perusahaan
vang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan vang khusus dan semata-mata
digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertangpungjawaban tentang
pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Walikota Kupang.

(4) Pegawai yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertangpung jawaban
mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3), bila terjadi pelanggarn
luntutan pada pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai
kendaharawan daerah.

(5) Semua surat bukti dan syarat lainnva bagaimanapun juga sifatnya,yang termasuk hilangan tata
buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan ntan ditempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota Kupang, kecuali jika untuk sementara waktu untuk dipinduhkan ke

badan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu
pemenksaan.



(6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemerikasanan akuntan
pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat {5) untuk sementara dapat
dipindahkan ke akuntan negara.

(7) Dengan Peraturan Daersh ini dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan menpenai tata
cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah termaksud dalam ayat (3) vang
disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan itu sendin.

BAB X
TAHUN BUKU

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun *Takwin™

BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pagal 18

(1) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan
rencana anggaran perusahaan kepada Badan Pengawas.

(2) Walikota mengesahkan anggaran perusahaan

(3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung scjak tanggal penerimaan anggaran
perusahaan tersebut oleh Walikota Kupang belum ada keputusan mengenai pengesahan atau
penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka anpparan perusahaan tersebul
dianggap telah disahkan,

(4) Walikota mengemukakan keberatannya atau menolak proyek yang dimuat dalam anpgaran
perusahann sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran perusahaan tersebut
berpedoman pada anggaran perusahaan tahun lalu.

(5) Walikota Kupang juga mengesahkan anggaran tumbahan atou perubalan anggaran yang
terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

(6) Pengesahan rencana anggaran perusahaan, perubahan atau tambahan anggaran perusahaan
diberikan oleh Walikota Kupang setelah mendapat pertimbangan badan Pengawas.

BAB XN
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA
DAN KEGIATAN PERUSAHAN.

Pasal 19

Dircksi melaporkan perhitungan berkala hasil usaha dan kegiatan perusahaan kepada Walikota

melalui  badan pengawas tiap 3 (tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu
baik diminta maupun tidak diminta.



BAB X1
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

(1) Untuk tiap tahun buku direksi menyampaikan laporan tertulis perhitungan laba rugi kepada
Walikota melalui badan pengawas selambat-lambatnya 3 (liga) bulan sesudah tahun Buku,

(2) Cara perhitungan pos dalam peraturan tahunan harus disebutkan,

(3) Perhitungan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Walikota.

(4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagaimana tersebut pada
ayat (1) Walikota melalni Badan pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis maka
perhitungan terscbut dianggap sah.

(5) Walikota Kupang berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD  menpenai
perhitungan tahunan yang telah disetujui.

BAB XIV
PENETAPAN PENGGUNAAN LADA
DAN PEMBERIAN JASA PRODUKS]

Pasal 21

(1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
(2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusulan cadangan mijuan dan
pengurangan lain yang wajar dalam pamsalma.u, ditetapkan schagai herikut ;

a. Untuk dana pembangunan daerah : 30%
b. Untuk angparan belanja daerah P 23 %
¢. Untuk cadangan umum : 15 %
d. Sesial dan Pendidikan ; 10 %
€. Jasa Produksi 10 %
f. Sumbangan dana pension dan sokongan 10 %

(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah mencapai mjuannya dapat dialihkan
kepada penggunaan lain dengan keputusan Walikota Kupang,

{(4) Cara mengurus dan Penggunaan dari dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada
ayal (2) ditentukan oleh Walikota atas nsul Badan Pengawas,

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atns penpurusan perusahaan serta
pertangpgunyjawabannya.

(2) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain seperti dimaksud avat (1) vang
menurut peraturan perundangan yang berlaku Walikota Kupang dapat menunjuk Badan
Pengawas untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan segala sesuatu dan melakukan

control atau pengawasan alas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung
Jawabannya.



BAB XVI
PEMBLUIBARAN

Pacal 23

(1) Pembubaran perusahaan daersh dan penunjukan panitia Likuidasi dirctapkan dengan
Peraturan Dacrah,

(2) Semua kekayaan perusahaan dacrah setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah
Daerah.

(3) Pertanggungan jawab Likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daersh atau pemegang saham
yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

(4) Dalam Likuidasi Daerah dan atau pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga apabila keruginn itu discbabkan olech karena neraca dan

perhitungan laba rugi yang telah disahkan tiduk menggambarkan keadaan perusahaan yung
sebenamya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Paxal 24

Hal — hal yang belum diatwr dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Walikota Kupang.

Paga] 25

Peraturan Dacrah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Apar seliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah
dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daernh Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 19 September 2005
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LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2005 NOMOR 6



PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG

I. UMUM

Dertitik tolak dari Undang-undang Nomor 5 Talwn 1974, tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daersh dalam menuju otonomi il dan bertanggung jawab, sudah
sewajarnyalah tahap demi tehap pemerintah Daersh harus mengambil langkah untuk
melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah,

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang peluksanaan
lugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani sctiap kebbutuban masyrakat Daersh antars
lain penyediaan air mimum mutlak perlu  mendapat pengaturan-pengaturan  sebagaimana
mestinya dengan membentuk suatu Perusaliasn Daerah Air Minum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai pula dengan Surat Direktur Jenderal
Cipta Karya Nomor: UM 01 01-DC/1663 tanggal 15 November 1990 tentang Rencana
Penyerahan Pengelolaan (alis status) Badan Pengelola Air Minum menjadi Perusahaan Daerah
Air Minum kepada Pemerintah Kota Kupang adalah sudah sangat tepat dan sejiwa denpan
kebutuhan Masyarnkat Daerah terhadapa air minum.

Demikian pula memperoleh air minum bersih yang terjamin kesehatannya sudah dan
akan menjadi salah satn kebutuhan masyarakat yang sangal mendesak serta pengaturan yang
dapat menjamin kelancaran dan evektifitas penyediaannya schingga dapat dinikmati secars
kontinyu.

Mal ini merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, oleh karena itu dipandang perlu
untuk diatur Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 6 ¢ cukup jelas
Pasal 7 Aval (1) : cukup jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang

dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan
kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang
harus  mempunyai kekayaan sendiri terpisah  dari
kekayaan  umum  Pemerintah  Daerah vang
dipertanggungjawabkan  tersendiri  sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
Ayat (3) + Yang dimaksud dori penyisihan scbagai Anggaran
Kevangan Daerah adaluh penyisihan dari Anggaran
Keuangan Daerah yang diberikan kepada Perusahaan
Daersh Air Minum Kota Kupang sesuai dengan
Keputusan Pemerintahan Kota Kupanp.
Ayat (4) :  Cukup jelas
Pasal B s/d 13 : Cukup jelas
Pasal 14 ayat 1 s/d 4 1 cukup jelas



Ayat (5)

Pasal 15 ayat 1 s/d 2
Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18 w/d 20:

Pasal 21 Avat (1)

Ayat (2)

Ayal (3)

Ayat (4)

Diberikan uang jasa yang diatur dalam Peraturan
Walikota dimaksud untuk memberi keleluasaan kepada
Walikota Kupang dalam menetapkan uang jasa kepada
ketua dan Anggota Badan Pengawas yang disesuaikan
dengan kemampuan Perusahaan,

cukup jelas

yang dimaksud pasal ini adalah untuk mengadakan
ketertiban dan kefrompilan Administrasi Perusahaan
dengan bidmg tugasnya masing-masing  dalam
memberikan tanggung jawab kepada Badan/Tetugns
yang ditunjukan oleh Walikota Kupang

yang dimaksud pasal ini adalah bukti-bukti autentik
yang merupakan dasar pertanpgungjawaban dari sermua
pegawutkaryawan Perusahaan yang scsuai  dengan
bidang tugasnya masing-masing kepada badan/petupas
Pemeriksa yang ditugaskan untuk it sedangkan
mntutan ganti rugi bagi  pegawai-pesawai  tersebut
diperlukan  jupa tuntutan scbagai ketentuan vang
ditetapkan bagi pegawai Bendaharaan Daerah.

cukup jelas

Maksud dari pasal ini adalah untuk dapat menilsi
aktivitas perusshaan secara kessluruhan sehingea dapat
dipakai pedoman alau dasar olch ketua Badan Penpawas
atau kepala dacrah dalam memberikan polesi pembinaan
kepada perusahan maupun sebapai dasar pertangpungan
jawabnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.

Cukup jelas

Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan karena
akan mengakibatkan perhitungan neraca dan perhitungan
laba rugi yang tidak menggambarkan keadaan perusahan
yang sebenamya.

Penggunaan laba bersih yang diatur dalam ayat dua huruf
abede dan f karena bertitik toluk dari adanya
perusechaan dacrah ini sepenuhnya didirikan oleh
pemerintah Kota Kupang dan modal dasamya terdiri dari
kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila dikemudian
hari ada pengikutsertaan modal-madal swasta dan
pemerintah lainnyn maka apa yang tercantum dalam ayat
2 huruf abede dan f dapat diadakan perubahan
peraturan dacrah ini.

Penggunan laba untuk cadangan umum dimaksud untuk
menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat
diduga sebelumnya. Cadangan umum tersebut dibentuk
dari laba dan pengalihan penggunaan setelah tercapai
tujuannya diatur oleh pemerintah daerah atas usul
Direksi.

Cukup Jelas




Pasal 22

:  Cukup jelas
Pasal 23 Avat (1) :

Pembubaran Perusahaan Dacrah berdasarkan peraturan
doerah setelah mendapatkan penpesahan pemcrintah
atnsan  dari hasil - likwidasi yang dilaporkan oleh
likwidator kepada pemerintah Daerah.

Ayat2sd4 ; Cuokupjclas

Pasal 24 s/d 23 cukup jelas
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